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Masyarakat Indonesia pada 

pertengahan Desember 2017 

dihebohkan dengan adanya isu 

terkait pelegalan LGBT oleh 

Mahkamah Konstitusi (MK), 

pasalnya MK menolak permohonan 

uji materil Pasal 284, 285 dan 282 

Kitab  undang-undang Hukum 

Pidana (KUHP) yang diajukan 

dosen IPB, Euis Sunarti dan LSM 

AILA. Terkait Ketiga pasal tersebut 

yang mengatur tentang kejahatan 

kesusilaan.  

Penyimpangan seks seperti 

LGBT (lesbian, gay, bisexsual, 

transgender) merupakan hal yang 

tidak dapat dipungkiri terjadi dalam 

masyarakat. Indonesia dikenal 

dengan heterosexual namun tidak 

dapat dipungkiri heterosexual 

dimungkinkan terjadi karena ada 

masyarakat kecil yang memiliki 

kelainan tersebut. Fenomena yang 

terjadi di masyarakat merupakan 

hak setiap orang dalam 

meorientasikan hasrat dan 

kebutuhan seksualnya, namun 

sebisa mungkin dapat dicegah 

dengan nilai dan norma yang 

berlaku (Manik, 2016: 2). 

Kekeliruan masyarakat dalam 

simpang siur putusan MK No. 46/

PUU-XIV/2016 memicu Mahfud MD 

sebagai mantan ketua Hakim 

Konstitusi angkat bicara, tidak 

hanya dalam cuitan sosial media, 

Mahfud pun memberi komentar 

dalam acara ILC yang dipandu oleh 
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Karni Ilyas menyatakan bahwa 

“Yang benar MK hanya menolak 

memberi perluasan tafsir atas yang 

ada di KUHP, bukan membolehkan 

atau melarang. MK memang tak 

boleh membuat norma. Dalam hal 

ini Mahfud juga menegaskan 

bahwa pengaturan untuk 

membolehkan atau melarang 

adalah kewenangan lembaga 

legislatif yakni DPR, dan 

sebenarnya dalam KUHP pun hal 

tersebut sudah jelas dilarang, serta 

permohonan yang diajukan terkait 

pasal tersebut sedang dirancang 

dalam RUU KUHP yang baru, kita 

tinggal mengontrol jadinya RUU 

tersebut saja” 

Jika ditelaah kembali terkait 

kewenangan MK tepatnya dalam 

UUD 1945, MK memiliki empat 

kewenangan dan satu kewajiban, 

empat kewenangan diantaranya 

adalah; (1) menguji undang-undang 

(UU) terhadap UUD; (2) 

memutuskan sengketa kewenangan 

antar lembaga yang 

kewenangannya diberikan oleh 

UUD; (3) memutuskan sengketa 

hasil pemilihan umum; dan (4) 

memutuskan pembubaran partai 

politik. Sedangkan kewajibannya 
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adalah memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/

atau Wakil Presiden telah bersalah melakukan 

pelanggaran hukum atau pun tidak lagi memenuhi 

persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden 

seperti yang dimaksud dalam UUD 1945.  

Pada pasal 284 pemohon meminta dalam 

gugatannya yakni tidak perlu memiliki unsur salah satu 

orang berbuat zina sedang dalam ikatan perkawinan 

dan tidak perlu ada aduan. Sedangkan pada pasal 285, 

pemohon meminta agar MK menyatakan bahwa 

pemerkosaan mencakup segala kekerasan ataupun 

ancaman kekerasan untuk bersetubuh, baik yang 

dilakukan laki-laki terhadap perempuan maupun 

perempuan terhadap laki-laki. Sementara pada 

pasal 292, pemohon meminta dihapuskannya 

frasa "belum dewasa", sehingga semua 

perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana. 

Selain itu, homoseksual haruslah dilarang tanpa 

membedakan batasan usia korban, baik masih 

belum dewasa atau sudah dewasa.  

Permohonan dalam pasal KUHP tersebut 

tidak dikabulkan oleh MK, karena jika dilihat 

secara substansial permohonan tersebut 

menjurus untuk mengubah norma, dan 

permohonan berisikan pembuatan undang-

undang tindak pidana baru. Penolakan atas 

permohonan ini didasari oleh kewenangan MK 

dan permohonan yang diajukan jika dikabulkan 

akan menyalahi kewenangan MK itu sendiri, 

sepertihalnya yang dikatakan oleh Maria Farida 

dalam sidang pleno di MK "Produk hukum 

pidana lahir dari kebijakan pidana atau politik 

hukum pidana pembentuk undang-undang. MK tidak 

boleh masuk wilayah politik hukum pidana,”(kompas, 

17,2017: 12). 

Hukum Indonesia tidak terlepas dari struktur sosial 

dan budaya yang hidup di indonesa. Hal tersebut tidak 

dapat dipisahkan dari sumber nilai yang hidup, 

termasuk pengaruh hukum Islam yang cukup kuat. Bila 

dikaitkan dengan hukum Islam, maka perilaku LGBT 

tidak selaras dengan teori maslahah yang 

mengedepankan aspek kemanfaatan dan pencapaian 

maqoshid Syariah (Aji, 2012: 66). Dari kondisi tersebut, 

hukum di Indonesia merupakan titik kulminasi dan 

penyatuan di antara pelbagai sumber-sumber hukum, 

sehingga membentuk sebuah kesatuan norma di dalam 

hukum nasional (Hidayat, 2013: 129).  

Eksistensi LGBT di Indonesia tidak akan diakui 

secara yuridis di Indonesia apabila dihadapkan dengan 

Pancasila yang sebagai jiwa bangsa, karena LGBT 

bertentangan dengan unsur yang ada dalam Pancasila 

dan setiap pembutan undang-undang tentu akan 

merujuk pada falsafah bangsa. Dalam pasal 28J 

mengatur tentang batasan terhadap hak asasi manusia, 

pasal ini ditempatkan di akhir bab karena pasal ini 

mengatur terkait kewajiban asasi manusia.  
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